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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan
Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di
Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana
penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya dan
bagaimana keputusan hakim pasca penerapan aplikasi gugatan mandiri dalam
melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama
Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di
Pengadilan Agama Surabaya. Dalam pengumpulan data, penelitian ini
menggunakan wawancara Yaitu dengan panitera muda gugatan, hakim dan
beberapa perempuan yang memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri. Langkah
selanjutnya menganalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan
mendeskripsikan penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dihubungkan dengan
masalah keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri. Setelah itu
penulis melakukan analisis menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan
menganalisis penerapan aplikasi gugatan mandiri secara umum, kemudian
melakukan analisis keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri
terhadap jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama
Surabaya secara khusus.

Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak perempuan dalam
membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri yang menyantumkan
hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti dari monitoring pengguna
gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, sebanyak 78 dari 120 perkara
cerai gugat yang membuat surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri
menyantumkan hak-hak pasca perceraian. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang
meminta hak-hak pasca perceraian semua dikabulkan Majelis Hakim. Artinya,
semakin banyak yang menyantumkan maka semakin banyak perempuan dan anak
yang terlindungi hak-hak pasca perceraiannya. Jadi, keputusan hakim pasca
penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak mengabulkan hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian dan formulir aplikasi ini sudah menyediakan
sebagian informasi yang dibutuhkan 'sebagai hakim, maka hakim bisa
mempertimbangkan kasus yang sering luput disampaikan oleh para pencari
keadilan. Misalnya, informasi tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada salah satu
pihak atau anak, keterangan inti tentang pernikahan, anak-anak dan biaya hidup.
Sehingga hal ini sangat membantu hakim dalam mengeluarkan putusan yang baik.

Saran penulis bagi Pengadilan Agama Surabaya agar terus memberikan
pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama dalam memberikan informasi kepada
perempuan yang menggugat cerai suaminya perihal hak-hak pasca perceraian yang
ada pada Aplikasi Gugatan Mandiri, supaya perempuan yang terdzolimi dalam
pernikahan sebelumnya terjamin pemenuhan hak nya pasca perceraian. Dan bagi
perempuan diharapkan untuk melek teknologi dan melek hukum, terutama suatu
hukum vyang berkaitan dengan satu problem pribadinya. Sehingga dapat
mendukung pengadilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Vi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perceraian di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, dan yang
mendominasi adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Dalam kasus
perceraian di Peradilan Agama, menurut Dirjen Badilag Aco Nur, pada tahun
2018 ada 447.417 perkara perceraian didaftarkan ke pengadilan agama, 70%
diantaranya diajukan oleh isteri, hanya 1% perkara yang memuat gugatan
nafkah isteri dan kurang dari 1% yang memuat gugatan harta bersama, hanya
2% yang mengajukan hak asuh anak dan hanya 1% yang mengajukan nafkah
anak, Padahal 95% dari perkara perceraian yang diajukan tersebut melibatkan
anak dibawah usia 18 tahun. Jika secara rata-rata di Indonesia setiap keluarga
memiliki 2 orang anak, paling tidak sebanyak 850.000 orang anak terdampak
perceraian orang tua setiap tahunnya.!

Hal ini membuktikan bahwa berkembangnya zaman yang serba canggih ini,
belum memberikan informasi yang cukup bagi para pencari keadilan terutama
pihak istri untuk mengetahui hak-hak nya. Dengan kata lain betapa persoalan
hak-hak perempuan dan anak masih menjadi persoalan besar yang belum
terselesaikan di peradilan agama. Menghadapi fenomena tersebut, Direktorat

Jenderal Badan Mahkamah Agung meluncurkan “Aplikasi Gugatan Mandiri”

! Ridwan Anwar, “Diskusi Intensif Tentang Formulir Untuk Aplikasi Gugatan Mandiri Dan
Optimalisasi Basis Data Kemisikinan Untuk Pembebasan Biaya Perkara - Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama,” dalam https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-
ditjen-badilag/diskusi-intensif-tentang-formulir-untuk-aplikasi-gugatan-mandiri-dan-optimalisasi-
basis-data-kemisikinan-untuk-pembebasan-biaya-perkara-27-1, diakses 20 Desember 2021.



yang bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2
(AIPJ2). Berdasarkan intruksi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahhkamah Agung RI nomor 1322/DJA/HM.01/4.2020, tertanggal 16 April
2020, yang isinya memerintahkan kepada Seluruh Pengadilan Agama seluruh
Indonesia agar menyematkan link Aplikasi Gugatan Mandiri pada website
masing-masing Peradilan Agama.

Fenomena di atas yang akhirnya membuat Dirjen Badilag Mahkamah
Agung memunculkan sebuah inovasi yaitu Aplikasi Gugatan Mandiri. Aplikasi
Gugatan Mandiri sendiri berisi konten pembuatan surat gugatan atau
permohonan dari beberapa macam jenis gugatan atau permohonan yang
menjadi kewenangan Peradilan Agama, dengan Aplikasi Gugatan Mandiri ini
masyarakat dapat membuat surat gugatan secara mandiri tanpa harus
menggunakan jasa siapapun, selain itu di dalam aplikasi ini terdapat formulir
hak-hak pasca perceraian yang dapat membantu pengaju perkara cerai gugat
mendapatkan informasi tentang hak-hak pasca perceraian yang dapat diajukan
di Pengadilan.

Menurut Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Hal
Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian yang
dikeluarkan 18 Juni 2021 disampaikan bahwa dalam rangka menjamin
pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diminta kepada
seluruh kepala Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk melakukan hal-

hal seperti, menyediakan template (blanko/formulir) surat gugatan yang



mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang
ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri.

Para istri dipersilakan menyantumkan hak-hak yang ingin diajukan di kolom
yang tersedia pada Aplikasi Gugatan Mandiri, yang tidak seorang pun dapat
membatasinya. Di dalam aplikasi tersebut, istri juga dapat menyantumkan
informasi tentang dirinya, seperti pekerjaan dan pendapatan suami, alasan
perceraian dll. Yang nantinya juga akan mempengaruhi pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan
dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami, kebutuhan dasar
hidup isteri dan / atau anak.? Hal ini berdasarkan Rumusan Hukum Agama Poin
A2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas bagi Pengadilan berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah,
nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa
keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan
fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak”.

Karena formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang
dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan kasus yang
sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Ini membantu hakim untuk

lebih siap dalam mengantisipasi masalah sebelum persidangan dan juga

2 Muh. Ilham, “Wajah Baru Perkara Perceraian — Pengadilan Agama Serui,” Pengadilan Agama
Serui, 2021, dalam https://pa-serui.go.id/wajah-baru-perkara-perceraian/. Diakses pada 21
Desember 2021



membantu hakim untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk

mengeluarkan sebuah putusan yang baik.?

Berdasarkan fakta diatas, peneliti merasa penting untuk mengkaji tentang

“Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam

Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di

Pengadilan Agama Surabaya.”

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tentang Keputusan Hakim Pasca

Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak

Perempuan dan Anak Pasca perceraian diatas timbul permasalahan yang

teridentifikasi sebagai berikut :

a.

b.

Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri

Tujuan Aplikasi Gugatan Mandiri

Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam
Melindungi ' Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di

Pengadilan Agama Surabaya

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan

pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus.

3 Badilag Media, “Launching Aplikasi Gugatan Mandiri Dan Validasi Akta Cerai,” dalam
https://www.youtube.com/watch?v=T9AQGaFelLY. Diakses dalam 22 Desember 2021.



Penelitian ini terfokus hanya pada penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri,
dan Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di

Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

a. Bagaimana penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama
Surabaya?

b. Bagaimana Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri
dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di
Pengadilan Agama Surabaya. ?

D. Tujuan

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan Aplikasi Gugatan
Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang keputusan hakim pasca penerapan
Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak

pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
Diharapkan dengan penlitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran serta
khazanah keilmuan terkait masalah yang sama serta Menjadi bahan pustaka
untuk peneliti ataupun praktisi hukum selanjutnya yang berkaitan dengan
keputusan hakim pasca penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri.

2. Secara Praktis



Manfaat yang diharapkan ialah, penelitian ini dapat menjadi pembimbing
dan menjadi pedoman bagi para pencari keadilan yang membuat surat gugatan

melalui Aplikasi Gugatan Mandiri terutama dalam perkara cerai gugat.

F. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali informasi dari artikel, jurnal
dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat pada
skripsi ini, yaitu yang berhubungan dengan Keputusan Hakim Pasca Penerapan

Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak

Pasca perceraian, antara lain :

1. Skripsi berjudul “Hak Nafkah ‘ddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan
dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara
No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)”
karya Zian Mufti UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016.*

Penelitian ini membandingkan pertimbangan hakim pada 2 putusan
perkara cerai gugat yang didalamnya mencantumkan nafkah ‘iddah.
Hasilnya  dikatakan  bahwa  pada = Putusan = Perkara  No.
1394/Pdt.G/2012/PA.JS hakim memutuskan untuk memberikan nafkah
‘iddah dengan melihat kesanggupan bekas suami untuk membayar dan
memberikan kepada bekas istri berupa mut’ah, nafkah ‘iddah, dan kiswah.
Sedangkan pada Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB hakim memutuskan

untuk tidak memberikan nafkah ‘iddah kepada bekas istri.

4 Mufti. Zian, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum
(Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS Dan Perkara No.
396/Pdt.G/2012/PA.JB)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 101-102.



Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah
terletak pada fokus penelitian, yaitu pada skripsi penulis fokus penelitiannya
kepada efektivitas penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi
hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan dalam skripsi karya Zian
Mufti diatas fokus penelitiannya terletak pada dasar dan pertimbangan
hakim terhadap nafkah ‘iddah istri pada perkara cerai gugat dengan
membandingkan putusan Pengadilan Agama jakarta pusat dan jakarta barat.
Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama
membahas tentang putusan hakim mengenai hak nafkah perempuan pasca
perceraian.

2. Skripsi berjudul “Pemberian Mut’ah dan Nafkah ‘%ddah dalam Perkara
Cerai Gugat” karya Siti Anisah Universitas Muhammadiyah Magelang,
20193

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam
pemberian mut’ah dan nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat serta
pelaksanaan isi putusannya. Hasil penelitian ini adalah dalam pertimbangan
hukumnya hakim menggunakan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan
Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008
serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6

Desember 2003, majelis hakim juga melakukan terobosan hukum dengan

5 Siti Anisah, “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat” (Univeritas
Muhammadiyah Magelang, 2019), 142-44.



berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48
Tahun 2009, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137
K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, pendapat madzhab Hanafi dengan
berlandaskan pada firman Allah Swt QS. At-Thalaq ayat 6, Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 137 144 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008
dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018
tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 sebagal Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Dalam pelaksanaan putusannya adalah diluar persidangan, artinya
putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela. Yang mana hal ini sama
sekali tidak mengikat serta memaksa tergugat untuk melaksanakan isi
putusan. Sehingga ada kemungkinan tergugat tidak mau melaksanakan isi
putusan secara sukarela.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah
terletak pada fokus penelitian, yaitu pada skripsi penulis fokus penelitiannya
kepada bagaimana keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan
Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.
Sedangkan dalam skripsi karya Siti Aminah ini fokus penelitiannya adalah
pertimbangan hukum hakim dalam memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah

serta pelaksanaan putusannya.



3. Jurnal berjudul “Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca
perceraian (Studi kasus terhadap putusan pengadilan agama palopo)“ oleh
Anita Marwing dari IAIN Palopo.®

Jurnal ini membahas tentang analisis putusan hakim Pengadilan
Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kasus perkara cerai gugat maupun cerai
talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan
hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra
petitum) sehingga hakim tidak memiliki  keberanian  untuk
menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian
seperti mut 'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi
materi gugatan. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan
mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak ex oficio dalam
menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta,
namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab
perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim
menggunakan haknya secara ex oficio menghukum suami untuk
memberikan mut’ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Pada
putusan rekonvensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan
hakim yaitu nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada

biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Palopo pada

¢ Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Palopo),” Palita: Journal of Social-Religion Research, Vol. 1 No. 1 (2018): 1.
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putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan
mut’ah dan biaya anak.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah adalah tertelak
pada obyek penelitian. Dalam obyek penelitian skripsi penulis fokus pada
Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam
melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sedangkan
dalam jurnal yang ditulis oleh Anita Marwing, obyek penelitiannya terdapat

pada putusan hakim Pengadilan Agama Palopo.

G. Definisi Operasional
Disini penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata kunci,
sebagai berikut :
1. Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri
Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum
sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu
pemeriksan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dalam
penelitian ini penulis meneliti putusan yang mengabulkan hak-hak
perempuan dan anak pada perkara cerai gugat.
2. Hak-hak perempuan dan Anak
Beberapa hak-hak istri setelah terjadi perceraian menurut KHI dan
Hukum Islam adalah sebagai berikut :
a) Nafkah Mut’ah (Pasal 149 huruf (a) KHI)

b) Nafkah ‘iddah (Pasal 149 huruf (b) KHI)
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c) Nafkah Lampau (Pasal 149 huruf (c) KHI)
d) Biaya pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun, jika ibu yang
menjadi pemegang hak asuh anak (Pasal 149 huruf (d) KHI

e) Hak anak atas nafkah (Pasal 105 huruf (c) KHI)

H. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan
a) Data tentang penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri
b) Data tentang putusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri
2. Sumber Data
a) Sumber Primer
Sumber primer penelitian ini adalah Aplikasi Gugatan Mandiri di
Pengadilan Agama Surabaya.
b) Sumber Sekunder
Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data
primer.” Sumber sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen yang
mencatat perihal pengguna Aplikasi Gugatan Mandiri dalam perkara
cerai gugat. Selain itu dari referensi dan literatur yang mempunyai
hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis seperti
buku-buku, jurnal atau internet.
3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

7 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.
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Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data
Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri, Penulis melakukan wawancara
dengan Panitera Muda Gugatan, Hakim, dan beberapa perempuan yang
membuat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri.

Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan
data mengenai hak-hak pasca perceraian yang dikabulkan oleh Majelis
Hakim berupa putusan pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri.
Selain itu dalam bentuk buku atau naskah baik yang terpublikasi

maupun yang tidak.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data ini menggunakan tekhnis :

a)

b)

c)

Pemeriksaan data (Editing)

Mengolah data dengan memeriksa valid atau tidak valid nya data yang
diperoleh dari wawancara dengan panitera muda gugatan, hakim, dan
perempuan_yang membuat surat gugatan melalui aplikasi gugatan
mandiri di Pengadilan Agama Surabaya.

Pengelompokan (Clasifying)

Setelah diperiksa, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan
kebutuhan dan fokus penelitian.

Menyusun data (Organizing)
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Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan

sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna

tertentu untuk menjawab masalah penelitian.
d) Analisis data.

Setelah data diperiksa, dikelompokkan dan disusun. Selanjutnya,

adalah menganalisis data tersebut. Bagaimana keputusan hakim pasca

penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak

perempuan dan anak pasca perceraian.

5. Teknik Analisis Data
Dalam skripsi skripsi ini teknis analisis data nya adalah
menggunakan Teknik kualitatif deskriptif analisis, disebut deskriptif isebut
metode deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan secara
sistematis berupa fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara
mendalam dan cermat.® Dalam konteks penelitian ini yaitu mendeskripsikan
penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dihubungkan dengan masalah putusan
hakim terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca penerapan
Aplikasi Gugatan Mandiri.
Selanjutnya, dalam menganalisis data penulis menggunakan pola

pikir induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir dengan menarik
kesimpulan mulai dari yang umum yakni penerapan Aplikasi Gugatan

Mandiri di Pengadilan Agama Surabaya, menuju hal yang khusus.yaitu

8 Masruhan, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014).
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keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri terhadap hal

jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memahami alur pemikiran dalam penelitian ini,
penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah,
idenfikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan
hasil penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta
sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas konsep umum tentang hak-hak perempuan dan anak
pasca gugatan perceraian meliputi, pengertian gugatan perceraian, dan hal yang
bisa digugat dalam gugatan perceraian.

Bab ketiga, membahas tentang data penelitian. Meliputi, gambaran umum
lokasi Pengadilan Agama Surabaya, pengertian Aplikasi Gugatan Mandiri, dan
Pelaksanaan Aplikasi Gugatan Mandiri dan Putusan hakim yang mengabulkan
hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Bab keempat, membahas analisa ‘meliputi, analisa mengenai penerapan
Aplikasi Gugatan Mandiri, dan analisa mengenai keputusan hakim pasca
penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan
dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

Bab kelima, berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian

ini.



BAB |1
KONSEP UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Pengertian Gugatan Perceraian

Semua pasangan yang sudah menikah menginginkan pernikahan sekali
seumur hidup. Seperti yang disebutkan dalam pasal 3 KHI, bahwa
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah, warahmah. Namun, hampir dipastikan setiap rumah
tangga akan menghadapi problem, keretakan, perselisihan yang dapat
menganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Problem itu terkadang
dapat diselesaikan dengan baik, namun adakalanya sangat sulit diselesaikan
sehingga semakin berlarut-larut. Dalam artian bila perkawinan itu tetap
dilanjutkan, akan lebih banyak membawa kemudharatan. Bila sudah tidak
menemukan jalan keluar, maka jalan terakhir yang dipilih adalah perceraian.

Pasangan suami istri diibaratkan dengan pakaian bagi keduanya.
Pakaian tidak hanya menutupi malu, tapi juga melindungi tubuh dari segala
cuaca. Allah berfirman dalam surat Al-Bagarah (2) : 187, yang artinya :

et o 2 180 s a0 e 40 550 4

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi
mereka.....”!

Kiasan pakaian yang dihubungkan dengan perkawinan adalah untuk
menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara

tubuh manusia dan pakaian yang dipakainya. Pikiran dan jiwa pasangan

' QS. Al-Baqarah [2]: 187

15
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tersebut harus seirama, sehingga memberikan perlindungan bagi keduanya.
Mereka harus saling menjaga kesucian dan moral agar tidak merusak
kehormatan mereka. Itulah yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang.
Dari sudut pandang islam, inilah jiwa perkawinan yang sesungguhnya. Bila
jiwa ini musnah, ikatan perkawinan pun tinggallah sebagai bangkai yang
mati. 2

Aturan-aturan dalam islam sebenarnya sudah sangat jelas dan rinci,
Islam memandang pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral.
Apabila sebuah pasangan itu melaksanakan, akan dapat mengantarkan
mereka pada keluarga yang bahagia. Namun, pada fitrahnya manusia
tempatnya salah dan khilaf, hal ini yang terkadang menimbulkan
perselisihan, hingga pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga, dan
tak sedikit dari mereka yang berujung perceraian.

Menurut hukum islam, perkawinan itu putus karena kematian dan
perceraian.® Dalam hukum Islam sendiri, setiap hal yang mengarah pada
kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti
perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat
dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan
perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga

keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan

2 Abul A’la Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, Cet. 1 (Jakarta: Darul
Ulum Press, 1987), 9.

3 Maulidiana Kholida, “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat
(Studi Sosiolegal Di Pengadilan Agama Trenggalek)” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019),
22.
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permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga
tidak sampai terjadi suatu perceraian.* Akan tetapi jika usaha untuk kembali
lagi tidak bisa dilakukan, entah karena alasan selalu terjadi percekcokan,
rasa sakit hati yang begitu mendalam, atau alasan apapun yang ketika
bersama justru lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, maka
perceraian adalah solusi terbaik yang bisa dilakukan.’

Sedangkan, menurut Pasal 113 dan Pasal 114 KHI, perkawinan dapat
putus disebabkan, kematian, perceraian atau atas putusan hakim. Putusnya
perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak
atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian dalam islam dikenal dengan sebutan talak, yaitu melepaskan
tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.® Menurut Al-jazairi, talak
ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan
ikatannya dengan menggunakan Kkata tertentu.” Dalam pasal 117 KHI, talak
yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah
satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang diatur dalam pasal
129, 130, 131 KHI. Menurut pasal 115 KHI, Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

4 Choirunniisa Nur Novitasari et al.,, “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali
Perkawinan,” Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol. 3, no. 2 (2019): 323-324.

5 Holilur Rohman, Rumah Tangga Surgawi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 243.

¢ Slamet Abidin and H. Aminuddin, Figh Munakahat Il (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

7 Tihami and Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Depok: PT. Raja
Grafindo Persada, 2018), 230.



18

Sedangkan gugatan perceraian menurut Pasal 132 Kompilasi Hukum
Islam adalah perceraian yang diajukan istri atau kuasanya di Pengadilan
Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat
kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
Gugatan perceraian di Pengadilan Agama bisa dengan jalan khulu’ atau
dengan tanpa kAulu’ atau biasa disebut cerai gugat.

Asal kata al-khuld bermakna melepas pakaian. Lalu digunakan untuk
istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari
ikatan pernikahan.® Menurut ulama Syafi’iyah, khulu * didefinisikan dengan
perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak
maupun lafaz khulu’. Jadi, khulu’ adalah suatu perceraian yang terjadi
karena kehendak istri yang meminta untuk menanggalkan ikatan yang sah
atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya.® Allah berfirman

dalam QS. Al-Bagarah (2) : 229
ks B6. A 330 g YIBE U1 V) Ga 23 G 13046 O T
8 e SA8) LD gl #18 Y6, A0 5308 B Y

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir
tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali)
khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum
Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus)
diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”!°

8 Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Al-’Adalah Vol. 10 No. 4
(2012) 416.

® Budi Muyasih, “Hakikat Khulu' Berdasarkan Magasid Al-Syari’ah (Studi Komparatif Pendapat
Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah)” (Skripsi-UIN Ar-raniry Darussalam Banda-Aceh, 2018), 16.
19QS. Al-Baqgarah [2] : 229.
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Ayat di atas merupakan dasar diperbolehkannya kAulu’ . Namun dari
segi makna yang bisa dipahami dari ayat diatas, zulu’ ini berlaku ketika
sang istri melihat sisi hilangnya ketaatan suami kepada Allah Swt., sehingga
khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jadi, alasan perceraian
melalui khulu’ itu karena faktor ketaatan kepada Allah Swt.!! Makruh
khulu’ bagi istri yang kondisi perkawinannya lurus atau khulu’ tanpa
alasan'?, Hal ini Berdasarkan hadits berikut :

Dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata, Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Perempuan mana saja yang meminta
talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan

kepadanya bau surga.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu
Majah).!?

Mengenai tebusan (iwadh) itu merupakan salah satu rukun khulu’.
Menurut mayoritas ulama, khulu’ dapat terjadi dengan ‘iwadh sedikit
maupun banyak. Disunahkan agar jangan sampai si suami mengambil
‘iwadh lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada si istri.'*
Namun bukan berarti ketika istri memberikan ‘iwadh maka jatuh khulu’.
Tetap harus ada ijab dan gabul antara suami dan istri, seperti suami
mengucapkan “Aku khulu’ kamu dengan delapan ratus”, maka istri
menjawab “aku menerima dengan delapan ratus”. Namun, menurut mazhab
Syafi’i ‘iwadh tidak wajib disebutkan seperti mahar. Meski tanpa

disebutkan jumlah ‘iwadh yang diberikan, khulu’ tetap sah.'®

! Ibid., 18-19.

12 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) 10 : Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf,
Warisan, Cet. 1 (Jakarta: Gema insane, 2011), 421.

'3 Ibid., 421.

4 Ibid., 423.

15 1bid., 423-424.
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Persamaan antara cerai gugat dan kAulu’ yaitu keinginan untuk bercerai
datangnya sama-sama dari pihak istri. Perbedaannya, cerai gugat tidak
membayar ‘iwad! (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu’.

B. Hak-hak Pasca Perceraian yang Bisa Digugat dalam Gugatan
Perceraian

Salah satu implikasi dari adanya peceraian adalah timbulnya hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Kata hak di dalam
Kamus Besar bahasa indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu
karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. Jika kata hak
disandarkan dengan perempuan dalam konteks perceraian, maka hak bisa
diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat bahkan mendapatkan
sesuatu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.

Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk
mendapatkan hak nya maka istri dapat mengajukannya bersama-sama
dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh
kekuatan hukum tetap. Pada putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat
(khulu’), istri dijatuhi talak ba’in sughra. Talak Ba'in, yaitu talak yang
memisahkan sama sekali hubungan suami istri.'¢ Talak bain dibagi menjadi
dua, yaitu talak ba’in sughra dan talak ba’in kubra. Talak ba’in sughra
adalah talak yang tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan akad dan
mahar yang baru. Yang termasuk talak ba’in sughra yaitu talak yang

dijatuhkan sebelum terjadi persetubuhan dan Khulu .

16 Tihami and Sahrani, Fikih Munakahat..., 245.
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Dalam regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan
tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat (khulu’) kecuali telah dijelaskan
dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang
berbunyi istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah
‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Maka berdasarkan SEMA tersebut,
tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat
(istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah ‘iddah,
mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta
bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau
sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini
sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-undang di
atas hal yang bisa digugat dalam gugatan perceraian adalah hak-hak pasca
perceraian itu sendiri, meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah
madhiyah, nafkah ‘iddah, mut’ah, dan harta bersama. Istri boleh diberikan
hak pasca perceraian sepanjang tidak terbukti nusyuz.

1. Gugatan Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak disebut juga pengasuhan anak atau dalam islam
disebut Hadhanah. Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya
samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadhanah

artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.
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mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan,
memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya. !’

Dalam urutan tingkatan orang yang berhak mengurus hadhanah para
fugaha terkadang mengedepankan orang yang berhak mengurus hadhanah
berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini perempuan
lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut,
penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai
usia tertentu maka hak pemeliharaannya di limpahkan kepada lelaki, karena
ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada kaum wanita. '®

Diriwayatkan bahwa Umar ibnul khattab telah menceraikan istrinya,

yaitu Ummu Ashim. Lantas ketika ia mendatangi mantan istrinya dan

melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak meminta Ashim
darinya. Namun, ia menolak sehingga keduanya saling memperebutkan

Ashim dan hal itu membuat si anak me nangis. Akhirnya, Umar

menghadap Abu Bakar dan menceritakan kejadian terse but. Abu Bakar

berkata, "Belaian tangan nya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih

baik darimu. Biarkan anak itu tum buh bersama ibunya hingga nanti
kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa."'®

Menurut wahbah az-zuhaili, urutan orang yang berhak mengurus
hadhanah dari pihak perempuan menurut syafi’iyah adalah lbu, Ibunya ibu,
ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian
putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari

ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak men dapat

17 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam (Terjemah) 10..., 59.
13 Ibid., 61.
19 Ibid., 62.
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warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini sama seperti
pendapatnya ulama Hanafiyyah.?

Jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang
berhak memeliharanya seperti dalam urutan di atas, hak mengasuh dan
memelihara dilimpahkan ke pada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan
bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian
saudara dan anak anaknya sampai ke bawah. Kemudian para paman dan
anak-anaknya menurut Hanafiyyah dan menurut pendapat yang shahih
madzhab Syafi'iyyah.?’

Menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya
perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya. Kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah,
wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari
anak yang bersangkutan, terakhir wanita-wanita kerabat sedarah menurut
garis samping dari ayah. Ketika anak sudah mumayyiz, anak dipersilahkan
untuk memilih. Maksudnya, ia berhak memilih antara ayah atau ibunya
yang menjadi pemegang hak hadhanah nya. Perceraian mempunyai
pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak,
terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Menyebabkan anak bersikap

pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan

20 1bid.,63.
21 1bid., 64.
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merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi
sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan
jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak. Dampak
negatif yang ditimbulkan ini, akan mempengaruhi pribadi anak. Maka perlu
adanya pola asuh yang tepat terhadap anak apabila terjadi perceraian antara
ibu dan ayah.??

Dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Untuk biaya
hadhanah diberikan untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun.
Menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam biaya hadonah dan
nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya,
sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun karena sudah dianggap
dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam tatanan
hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf ¢ KHI yang
menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah
kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini
mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105
mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan
nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang

tua mereka berlum bercerai maupun setelah bercerai.??

22 Azizah Munirotul, “Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 34-35.

23 Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama
Kolaka,” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 36.
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2. Gugatan Terhadap Nafkah Mut’ah, ' ‘iddah dan Madliyah

Nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan untuk hal-hal
kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafagaat yang secara
bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di keluarkan oleh seseorang
untuk keperluan keluarganya. sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar,
atau mata uang yang lainnya.?* Ulama fikih berpendapat, bahwa nafkah
yang dimaksud untuk dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan
pokok seperti tempat tinggal, makan, dan pakaian.>> Nafkah adalah suatu
pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian nafkah
istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya
dalam masa perkawinan baik masih berlangsung maupun sudah berakhir.
a. Nafkah Mut’ah

Mut’ah yang dimaksud di sini adalah, pakaian atau harta yang diberikan
oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai
ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan mufawwidhah untuk
menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat
perpisahan.?®

Allah berfirman dalam QS. Al-Bagarah (2) : 236

24 Az-Zuhaili, Figih Islam (Terjemah)10...., 94.

25 Mayudah, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum
Positif)” (Skripsi-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 30.

26 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu’,
Meng-1ia’ Istri, Li’an, Zhihar, Masa ‘iddah, Cet. 1 (Jakarta: Gema insane, 2011), 285.
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“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, iika kamu
menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka
dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan
suatu mut' ah (pemberian) kepada mereka, bagi yang mampu menurut
kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya,

yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban
bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” *’

Karena mut’ah dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian
mahar sebab belum ditentukan maharnya. Setengah bagian mahar wajib
diberikan, seperti halnya tayammum sebagai pengganti wudlu.?®

Mut’ah dihukumi sunnah menurut mazhab hanafi ketika perceraian
terjadi setelah persetubuhan dan perceraian yang terjadi sebelum terjadi
persetubuhan namun ditentukan maharnya dalam pernikahan. Karena
sesungguhnya mut’'ah diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar,
maka jika mahar musamma atau mahar mitsil didapatkan setelah terjadi
persetubuhan, tidak perlu lagi mut’ah.

Menurut mazhab Maliki, mut’ah disunnahkan bagi setiap perempuan
yang ditalak. * Sedangkan mazhab Syafi’i memiliki pendapat yang sangat
bertentangan dengan mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi’i, mut’ah
wajib diberikan pada setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian itu
terjadi sebelum persetubuhan maupun yang sudah. Kecuali, jika perempuan

itu sudah digauli dan sudah ditentukan maharnya, maka ia cukup mendapat

27 QS.Al-Baqarah [2] : 236.
28 Az-zZuhaili, Figih Islam (Terjemah) 9..., 286.
2 Az-zZuhaili, Figih Islam (Terjemah) 10...,286.
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setengah bagian mahar, namun jika ia tidak mendapat setengah bagian
mahar itu, maka ia harus diberikan mut’ah. Sedangkan, untuk perempuan
yang tidak ditentukan maharnya (perempuan mufawwidhah) maka ia berhak

mendapatkan mut’ah.>® Dalil mereka adalah Q.S Al-bagarah (2) : 241
a““}a > ?., g"ua/a s L&, }n/
“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi

mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang
yang bertakwa.””

Ayat ini menerangkan bahwa Allah mewajibkan mut’ah bagi setiap
perempuan yang ditalak. Ditegaskan juga dengan mut’ah para istri nabi,

yang telah digauli. Allah berfiman dalam QS. Al-ahzab (33) : 28
e g8ty el s gy W 8l 83 B s 6 201
& Sia
Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu
menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah

agar kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara
yang baik”.??

Pendapat yang palih rajih adalah Pendapat mazhab Syafi’i, karena
kuatnya dalil mereka, serta untuk menghibur diri perempuan, juga
meringankan rasa sakit akibat perpisahan.*?

Menurut pasal 158 KHI, selain syarat gabla al-dukhul, syarat mut’ah
wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi

isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

30 Az-Zuhaili, Figih Islam (Terjemah) 10...,287.
31 Al-Baqarah [2] : 241.

2 QS. Al-Ahzab [33] : 28.

33 Az-Zuhaili, Figih Islam (Terjemah) 10....,288.
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Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian
mut’ah oleh suami hukumnya sunnah. Seperti dalam perkara cerai gugat
(khulu’), bila istri tidak mengajukan mut’ah dalam gugatan maka hakim
tidak akan mempertimbangkannya. Karena hukum memberikannya sunnah
sebab bukan atas kehendak suami, namun bila istri menuntut nafkah mut’ah
maka hakim boleh mengabulkan selama istri terbukti tidak nusyuz.

Menurut pasal 149 KHI Mut’ah bisa berupa uang atau denda. Adapun
mengenai besarnya nilai mut’ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi
disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami
tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami
dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut’ah itu
dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari
suaminya.
b. Nafkah ‘iddah

‘iddah Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab =, merupakan masdar
dari lafaz 3 yang berarti jumlah lafaz tersebut jika disandarkan pada lafaz
3l )l maka dapat diartikan ‘iddah nya orang perempuan.>* Maka, nafkah
‘iddah talak dapat diartikan sebagai suatu pemberian dari suami kepada
bekas istrinya berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal, ketika dalam
masa tunggu karena putusnya perkawinan yang disebabkan jatuhnya talak

suami.

34 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, 11 (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 903.
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Menurut ‘Imam Syafi’i, menjelaskan bahwa ‘iddah yang akan dijalani
dan diterima wanita yang telah dijatuhkan kAulu’ oleh suami, tidak berbeda
dengan ‘iddah wanita yang telah dijatunkan thalag oleh suaminya. *°> Pada
putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat (kAulu’), istri dijatuhi talak
ba’in sughra, yang mana pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam
berbunyi, bekas istri yang dijatuhi talak ba’in, maka suami tidak wajib
memberinya nafkah ‘iddah. Namun bila istri menggugat cerai (mengkhulu’)
suaminya dalam keadaan hamil, maka istri berhak mendapatkan nafkah

hingga melahirkan.*® Seperti firman Allah dalam QS At-thalaqg (65) : 6

4 T gEe T el odus, Bt g 808 wbw 03 4 G 203 0
S5 Nl 58705 Ealle 15iad EASTRE N 280a 03 K s v BRI

£ o

S5 1S 151s BApaT BATG (ST o3l OB Gl i g5 Eelle 13850
Eoyod a7 s Lef_ % ook, 2 %

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai . mereka melahirkan, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada
mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya3’

Kecuali, jika pihak istri berbuat durhaka, maka istri tidak berhak

menerima apapun.® Seperti firman Allah QS. At-thalaq (65) : 1

35 Ulul Albab Fadhlan, “Khulu’ Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali : Relevansi Di Indonesia”
(Skripsi-UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 56.

36 Syaikh Hassan Ayyub, Figh Keluarga (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 362.

37 Tihami and Sahrani, Fikih Munakahat..., 307.

38 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga..., 353.
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“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya
(yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan
janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan
perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa
melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu
Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Hal ini dapat dipahami bahwa ajaran islam mewajibkan suami untuk
menjamin istrinya dengan kecukupan harta. Hal ini bertujuan untuk
melindungi diri wanita dari rasa benci dan dengki. Memberikan udara yang
harum dengan kehalusan dan kasih sayang. Dalam ajaran islam perceraian
dilakukan dengan jalan yang ma’ruf, bukan menjadikannya sebagai media
balas dendam dan penderitaan.*® Allah berfirman dalam QS Al-bagarah (2)

: 233

clEals Y) &w I N djjxfdb ua?waj :;-éj)) A >3l J“‘J o

“.Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari
kesanggupannya..”*!

3 QS. At-Thalaq [65] : 1.

40 Husennafarin, “Keharusan Istri Tinggal Di Rumah Pada Masa Idah Talak Raji (Reinterpretasi Qs
At-Talaq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman),” (Skripsi-lIAIN Palangka Raya, 2018)
66.

41 QS. Al-Baqarah [2] : 233.
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Dalam hal ini ayah wajib menanggung nafkah istri dan anaknya dengan
cara yang baik, serta sesuai kemampuannya. Menurut Quraish Shihab,
alasan ayah menanggung disini adalah karena merupakan hubungan timbal
balik karena istri sudah menyusui anaknya, maka suami mencukupi
kebutuhannya.

c. Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah adalah kelalaian seorang suami atas kewajibannya
memberi nafkah kepada keluarganya pada saat masih berlangsungnya
perkawinan namun belum terbayarkan hingga istri menuntut ke pengadilan.

Seorang suami punya tanggung jawab besar dalam kehidupan berumah
tangga. Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk
menanggung semua kebutuhan dalam hidup berumah tangga seperti nafkah,
tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan
bagi istri dan anak, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Namun, banyak
ditemui suami yang lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala
keluarga, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini bisa menjadi
alasan untuk mengajukan perceraian, karena suami yang tidak mampu
menafkahi istri bisa dianggap berhutang dan istri bisa menuntut ke
pengadilan untuk meminta pengembalian atas nafkah madliyah yang
menjadi hutang bagi suaminya tersebut.

Berdasarkan pasal 80 ayat (2) dan (7) Kompilasi Hukum Islam berbunyi
suami menanggung nafkah sesuai dengan kemampuannya. Pasal ini

menerangkan bahwa suami tidak boleh melalaikan kewajiban memberikan
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nafkah kepada istri dan anak-anaknya meskipun istrinya mungkin
penghasilannya lebih besar dibandingkan dirinya, atau suami merantau dan
meninggalkan keluarganya untuk bekerja, kewajiban itu tidak akan pernah
gugur dan akan selalu mengikuti dimanapun suami berada.*> Namun
kewajiban suami ini gugur apabila istri terbukti nusyuz.

d. Gugatan Harta Bersama

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah
tentang pembagian harta bersama, karena masing-masing pihak suami
maupun istri memiliki harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta
yang diperoleh selama perkawinan. Yang seringkali ini menjadi sengketa
ketika suami istri bercerai.

Menurut Pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud harta bersama
adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Mengenai harta
bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Sedangkan, Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dinamakan harta
bawaan. Menurut Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri
adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami istri punya hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya

sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

42 Sisca Hadi Velawati, “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian,” Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Vol. 4, no. 1 (2015): 4.
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Dalam hal ini pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama bisa
diajukan bersama dengan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat digugat
tersendiri setelah putus perceraian. Pemeriksaan pembagian harta bersama
dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai.
Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga
ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan
cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu
pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama

dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.
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APLIKASI GUGATAN MANDIRI DI PENGADILAN AGAMA
SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Pengadilan Agama
Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu
penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman
dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh
pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi,
administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq
dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49

UU Nomor 50 Tahun 2009.!

' Zulkarnaen, “Profil Pengadilan Agama Surabaya,” 2018, dalam https://pa-

surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya. Diakses pada tanggal 25 Desember 2021.
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a. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya
Sebagai kota pelabuhan, Surabaya melalui pantai pesisir pulau jawa

menjadi tempat masuknya islam dan juga sebagai tempat siar agama islam
di pulau Jawa. Informasi sejarah Pengadilan Agama Surabaya dikenal sudah
ada sejak agama islam masuk di Surabaya, hal ini terbukti dengan sebagian
besar penduduk Surabaya yang beragama islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai pengadilan bagi orang islam tentunya
tumbuh seiring dengan berkembangnya agama islam di Surabaya dengan
peran imam ulama dan qodli. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam pada
saat itu yaitu Raden Rahmad / Sunan Ampel. Walaupun tidak secara formal
sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak
akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang
didalamnya terdapat hukum islam muamalah dan syariah.

Banyak dari kalangan cendekiawan yang membicarakan sejarah
maupun asal usul peradilan agama, namun jarang ada yang tepat tanggal dan
tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum islam,
sedangkan hukum islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk
dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang —
undang.

Di Indonesia sendiri, berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan
hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum
kodifikasi yang meliputi semua peraturan- peraturan perundang- undangan

yang berasal dari zaman colonial belanda atau undang- undang yang
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dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Sedangkan yang tidak tertulis adalah
hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tubuh dari masyarakat dan belum
tersusun dalam bentuk undnag- undang. Pada waktu itu hukum perkawinan,
waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak
tertulis.

Pada itu sebagai akibat dari sitim Kolonial yang harus diikuti dan yang
masih berlaku sisa- sisa penggolongan produk dalam lapangan hukum
perdata, antara lain:

Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat islam yaitu : Undang —
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954,
Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993, Nomor : 74 , 1936
Nomor 607 Bagi perkawinan Umat Kristendi jawa.

Bagi golongan timur asing, termasuk tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku
untuk sebagian hukum perdata dan eropa yakni kitab Undang — Undang
Hukum Perdata.

Bagi golongan Eropa, mereka dipersamakan dengan itu berlaku Hukum
Perdata Eropa sepenuhnya.

Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya pemerintah
tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum islam
dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi secara tertulis. Perselisihan tentang
perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada
para ulama islam. Dalam buku Dr. SUKAMTO tentang meninjau hukum

adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang
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terkenal dengan teori Receptio in complex, bahwa hukum bagi orang
Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia
penduduknya sebagian besar beragama islam.

Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam
suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum
adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama Agama telah ada sebelum
orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya ikut
campur tangan pemerintah Belanda secara langsung, maka peradilan Agama
mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati,
dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama
di jawa dan Madura sebagai berikut : Jika diantar orang jawa dengan orang
jawa beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau
sebagainya harus diputuskan menurut hukum agama islam.

b. Letak Geografis
Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama
yang berkedudukan di Kota Madya Surabaya dengan alamat di jalan
Ketintang Madya VI no. 3, telepon (031) 8292146 fax (031) 8292241
Surabaya. Menurut data dari kantor statistik kota Surabaya adalah sebagai
berikut: letak Geografis : 112°45° - 112 © 46 ° Bujur Timur atau 7°15°-7
017 ° Lintang Selatan dan dengan batas-batas wilayahnya adalah :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

2. Sebelah Timur : Selat Madura

3. Sebelah Utara : Selat Madura
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4. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Surabaya Secara geografis terletak di bujur timur -112.54 lintang
selatan dan 112.36 antara 07.12 merupakan daratan rendah dengan
ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut. Di bagian selatan membujur
dari barat ke timur, dua bukit landai, yakni di daerah lidah dan daerah
gayungan, dengan ketinggian area tanah Surabaya terdiri atas alluvial, hasil
endapan sungai dan pasir. Di bagian barat kota terdapat perbukitan yang
mengandung kadar kapur tinggi.

31 Kecamatan di wilayah Kota Surabaya yang juga menjadi wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

Nomor Wilayah Yuridiksi Kecamatan
1 Wilayah Surabaya Pusat - Tegalsari
- Simokerto
- Genteng
- Bubutan
2 Wilayah Surabaya Timur e Gubeng

e Gunung Anyar
e Sukolilo

e Tambaksari

e Mulyorejo

e Rungkut

e Tenggilis Mejoyo

3 Wilayah Surya o Benowo
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Pakal

Asem Rowo
Sukomanunggal
Tandes
Sambikerep

Lakarsantri

4 Wilayah Surabaya

Bulak
Kenjeran
Semampir
Pabean
Cantikan

Krembangan

5 Wilayah Surabaya

Wonokromo
Wonocolo
Wiyung
Karang Pilang
Jambangan
Gayungan
Dukuh Pakis

Sawahan

c. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Surabaya
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Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadagah, sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan
Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan
eksekusi;

2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding,
kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan
kecuali biaya perkara);

4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
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5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang
yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk
pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya.’

d. Data Pegawai dan Struktur Organisasi PA Surabaya

Berikut adalah data pegawai Pengadilan Agama Surabaya :

e. JABATAN NAMA
Ketua Drs. H. Samarul Falah, M.H.
Wakil Ketua Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S
Hakim Drs. Syahidal

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H
Drs H. Enas Nasrudin, SH, M.IL

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

2 Pengadilan Agama Surabaya, “Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama,” 2017, dalam
https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi. Diakses pada tanggal 25
Desember 2021.
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Dra. Hi Rusydians, S.H.M.H.
Drs. H. Nur Khasan, S., M.H
Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Dzirwah

Dr. H. Tamat Zaifuddin, M.H.
Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.
Drs. Mussabbihah, S.H.

Drs. Tontowi, S.H., M.H. Drs.
Syaiful Iman, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.
Dra. Hj. Cluailah

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera

Abdus Syakur Widodo, S.H.,

M.H.

Panitera Muda Permohonan + Staf

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.
Desy Voniastuti, S.H.

Afkar Brain Aditya, S.H.

Elis Zumaroh, S.Kom

List Afifatul Hidayah, S.H.
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Panitera Muda Gugatan + Staf

Koes Atmaja Hutama, S.H.I.,
S.H.,, M.H.

Galuh Ayu Linggawati
Chistya Mulidya, S.HI., M.H.
Diah Ayuningtyas Ika Artini,
S.Si., S.H.

Imam Basuki

Panitera Muda Hukum + Staf

Hj. Suriyah, S.H.

Irma Hidyati, S.H.

Zulqifli M. Nur Pua Mole, S.H.
Mukhlas Kholifi Yasin, S.T.
Hakim El Farug, S.H.

Dina Wildaniyah Astri, S.H.
Nurul Machmudah, S.H.

Nuri Ulin Nuha Al Hakim, S.HI.,
M.H.

Lailil Jannah, S.Sos.

Choirur Rohmah, S.HI

Asmaul Chusna Endaryaty

Panitera Pengganti

Drs. Ikhsanul Nuri, M.H.
Masfi Handany, S.H.

H. Mahmuddin, S.Ag. M.H.
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Andi Tenri, S.Ag.

Oskar Legimin, S.H.
Benedictus Indra Cristyanto,
S.E., S.H.

Setianto, S.H., M.H.

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H.,
M.H., -M.M.

Ahmad Zainuddin, S.H.
Andy Wijaya, S.H.
Muhammad Ali Said, S.HI, M.H.
Dwi Hernasari, S.H., M.H.ES.
Sogimin, S.H.

Taufiq Rahman Effendi, S.H.,
M.H.

Harudin, S.H.

Jurusita

Diana Embun Sri, S.H.
Pipit Dwinta Lanasari, S.E.

Januar Puspandana, S.E.

Jurusita Pengganti

Kholid Hendra Irawan, S.H.

Sekretaris

M. Agus Syamsul Arief, S.H.
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Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Mila Febriansari, S.E., M.H.
+ Staf Tyara Sepriana Putri, S.Pi.
Arisviansyah, S.H.

Yanti Fithriyani, S.E., S.H

Kasubbag Umum dan Keuangan Sri Wahyuni, S.P
Staf Priyo Setiawan, S.Kom, S.H.,

M.I1.

f.  Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya
Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang

merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan
Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah
Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan
visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung. Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print)
Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI
dalam mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. dengan misi :

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel

dan transparan;
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3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum
bagi masyarakat.
4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Adapun visi dan misi tersebut di atas, tidak akan terwujud manakala
tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan
profesional. Oleh karena itu keberadaan SDM yang berkualitas dan
profesional merupakan suatu keharusan.

B. Pengertian Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri merupakan aplikasi yang berisi konten
pembuatan surat gugatan atau permohonan yang menjadi kewenangan
Peradilan Agama. Dengan aplikasi ini masyarakat dapat membuat surat
gugatan atau permohonan secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa
siapapun, dengan kata lain aplikasi gugatan mandiri ini bertujuan
memudahkan masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah hukum
Pengadilan Agama Surabaya. Namun hanya tiga macam perkara yang
terdapat. dalam_ Aplikasi Gugatan Mandiri diantaranya, permohonan
dispensasi nikah, gugatan perceraian, dan permohonan itsbat nikah.

Pada perkara perceraian terdapat dua jenis perceraian yakni cerai talak
bila yang mengajukan dari pihak suami, dan cerai gugat bila yang
mengajukan perceraian dari pihak istri. Pada perkara cerai gugat terdapat
hak-hak yang bisa dipilih oleh istri untuk dicantumkan ke dalam
gugatannya, yang mungkin sebelum adanya aplikasi ini perempuan yang

mengajukan perceraian itu tidak mengetahui adanya hak tersebut.
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Diharapkan aplikasi ini dapat melindungi hak perempuan yang menggugat
cerai supaya gugatan hak nya itu dipertimbangkan hakim dalam
persidangan.

Dirjen badilag juga memerintahkan badan peradilan agama dibawahnya
untuk menekankan kembali hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
melalui aplikasi gugatan mandiri. Dengan adanya hak-hak perempuan dan
anak yang bisa dipilih untuk diajukan dalam gugatannya, diharapkan dapat
melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu,
Aplikasi Gugatan Mandiri juga memiliki beberapa manfaat.

Pertama, manfaat bagi pihak penggugat yang menghadap ke pengadilan
bagi suami istri yang memanfaatkan aplikasi adalah di dalam nya sudah
mencakup perintah yang terkait dengan nafkah anak, dan hak asuh anak
yang akan diperlukan sebab gagalnya perkawinan. Setelah tahu, masyarakat
juga akan membaca isi yang ada di dalam aplikasi itu yang berkaitan dengan
hukum, tanpa perlu bantuan pengacara dan Posbakum. Artinya masyarakat
juga dipaksa mandiri untuk mengetahui suatu hukum yang berkaitan dengan
satu problem pribadinya. Seperti pada perkara cerai gugat, dalam formulir
aplikasi gugatan mandiri tersedia hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian yang dapat mereka pilih untuk diajukan dalam gugatannya.?

Kedua, karena formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian

informasi  yang dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa

3 Badilag Media, “Launching Aplikasi Gugatan Mandiri Dan Validasi Akta Cerai." Dalam
https://www.youtube.com/watch?v=T9AQGaFelLY. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021.
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mempertimbangkan kasus yang sering luput disampaikan oleh para pencari
keadilan. Misalnya, informasi tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada
salah satu pihak atau anak, keterangan inti tentang pernikahan, anak-anak
dan biaya hidup. Ini membantu hakim untuk lebih siap dalam
mengantisipasi masalah sebelum persidangan dan juga membantu hakim
untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengeluarkan
sebuah putusan yang baik.*

C. Pelaksanaan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama

Surabaya

Setelah aplikasi ini dikembangkan dan disempurnakan, melalui Surat
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
1322/DjAIHM.01/4/2020 perihal "Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri".
Dirjen Badilag meluncurkan Aplikasi Gugatan Mandiri secara nasional
dengan menginstruksikan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah / Ketua
Pengadilan Agama wilayah hukum masing-masing agar menyematkan link
Aplikasi Gugatan. Mandiri pada website satuan kerja, masing-masing
sehingga mudah diakses masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan
gugatan / permohonan mandiri secara online.

Melalui surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, Ditjen Badilag dengan Kamar Agama
Mahkamah Agung RI, meminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

* 1bid.
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Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan
anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan
dalam bentuk flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di
website dan lain sebagainya (contoh flyer, brosur, banner, informasi di
TV media, informasi di website akan disediakan Ditjen Badilag),
Memastikan PTSP memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan
para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap
informasi informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para
pihak) dan Posbakum memaksimalkan layanan pemberian informasi,
konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum
yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku;

Menyediakan template (blanko/formulir) surat gugatan yang
mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan
Mandiri;

Menata Kembali layout Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen
Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan
Dirjen Nomor 1717/DjA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas
Pelayanan,

Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan

hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di antaranya Pasal 41
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;

6. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan
dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak
perempuar dan anak pasca perceraian. Hal ini dilakukan dalam rangka
untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian.

Dalam beracara, pihak berperkara harus membuat surat gugatan. Surat
gugatan adalah surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan
diajukan ke pengadilan yang berwenang dengan mencantumkan nama pihak
penggugat maupun tergugat yang mempunyai hubungan hukum atas
permasalahan yang menjadi dalil-dalil gugatan secara jelas dan lengkap.®
Selain menguasai pokok permasalahan, juga harus menguasai ketentuan
hukum. Tujuannya supaya gugatan itu tidak lemah dan terhindar dari
eksepsi lawan yang dapat menimbulkan kerugian, baik waktu maupun

materi dan terkesan kurang profesional.

5 Enjang Nursolih, “Analisis Penyusunan Surat Gugatan,” Universitas Galuh Vol. 07 No. 01 (2019),

87.
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Dalam wawancara penulis dengan bapak Koes Atmaja Hutama selaku
Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Surabaya, dalam membuat
surat gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri telah ada pilihan jenis
perkara yang akan diajukan, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan
memandu calon pendaftar atau calon pencari keadilan dalam membuat
gugatan/permohonan. Akan tetapi mengingat Aplikasi tersebut berbasis IT
maka kemungkinan pula hanya calon pendaftar atau calon pencari keadilan
yang melek IT atau secara sosiologis berpendidikan pula yang dapat atau
mampu mengaksesnya atau memanfaatkannya. Meskipun begitu, di
Pengadilan Agama Surabaya sudah tersedia duta layanan yang siap untuk
memandu cara mengisi atau mengetik gugatan/permohonan mandiri.
Setelah mengarahkan ke AGAM, tugas duta layanan selanjutnya adalah
memberikan informasi yang diperlukan pihak berperkara. Seperti informasi
cara menggunakan aplikasi gugatan mandiri, informasi mengenai hak-hak
nafkah, serta membantu menyusun posita. ¢

Dalam mengisi formulir surat gugatan, menyusun posita dan menuntut
hak-hak pasca perceraian pada Aplikasi Gugatan Mandiri juga harus
lengkap dan rinci. Supaya majelis hakim dapat mengeluarkan sebuah
putusan yang baik dan adil.

Berikut isi formulir Aplikasi Gugatan Mandiri yang ada pada perkara

cerai gugat :

¢ Koes Atmaja Hutama, (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya), Wawancara,
Surabaya 30 Desember 2021.
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1) Pada halaman awal, diperintahkan untuk melengkapi informasi seperti,
Email dan nomor WhatsApp; Apakah pihak berperkara penyandang
disabilitas atau tidak; siapa pihak yang akan mengisi formulir tersebut
(Posbakum, pengacara atau pribadi); dan apakah menginginkan

pembebasan biaya perkara atau tidak.

Silahkan Lengkapi Informasi dibawah sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya.

1 Email dan No Handphone (WA)

yang akan mengisi formdlir

aplikasi ini?

Rl A

Gambar 1.1
2) Selanjutnya, diperintahkan untuk melengkapi identitas diri penggugat.
Seperti, nama lengkap dan nama ayah; tempat / tanggal lahir; agama;
kewarganegaraan, Nomor Induk Kependudukan; pekerjaan; pendidikan
' lerékhir; dan t!mpl)at.hliédian;an. N AM | ‘ ' I

k i ]

€ 5 C O A Mot | Quastanmandn adlag celggatan mandraugeta e v B @

Apakah Anda Warga Negara

Indonesia?

e

Gambar 1.2

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/
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“ © A Hobsecurs | Qugatinmandribadiamnelguystan, manginuuyatan/peraiayg * B2 »@ ¢

4 Nomor Induk Kapantadkan (NIK)

5 Phkoaa

Gambar 1.3
3) Kemudian mengisi data diri suami seperti nama lengkap, tempat
tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, Nomor Induk Kependudukan;

pekerjaan; pendidikan terakhir; dan tempat kediaman.

€ C O & Hotsmue | guystanmandinibadisgnetuugatan, e puntan s * BT M

1B g |5 RS lenes I Kubh G sexang bst

Apakah Anda dan SUAMI Anda masih

tinggal satu rumah?

* Gambar 1.4

4) Mengisi ldentitas Pernikahan. Seperti KUA tempat menikah; nomor

kutipan akta nikah, tanggal menikah; tanggal kutipan akta nikah,

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/
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ISI Identitas Pernikahan Anda

1 KUA Tempat Menikah

ERA TERIWT MERICAH TS TARPA SECAMATAN CONTOH: NGALTYAN KOTA SEMARANT

2. Nomor Kutipan Akla Nikah

3. Tanggal Menikah

4 Tanggal Kubpan Akia Nikah

m vake W

Gambar 1.5

5) Apabila selama pernikahan memiliki anak, diperintahkan mengisi data
diri anak. Seperti nama anak; jenis kelamin; tempat / tanggal lahir;
agama; status anak; pendidikan; lokasi sekolah; dengan siapa anak

tinggal; dan hobi anak.

€« C O & Hotsowe | gugatensandribadignetioustan mandin gugean/verceaan/ « BO»P !

oA [ ASSElve 5§ ek [

Apakah Selama Pernikahan Anda dan

SUAMI dikaruniai anak?
k

n

Gambar 1.6

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/



55

. Form Tambah Data Anak x -

Namia -Anak

Jenis Kelamin ®Lzki-Laki  CPerempuan

Tempat | Tenggal Lahir b [f} HET o ey )

3
b

= B it Anek

Ak Kandung =

Pilih Pendidikan Anak Ands— 4

L

Dengan Siapa Anak inggal?

Hohi { Kegemaran / Bakal Anak

Gambar 1.7
6) Mengisi dimana rumah kediaman saat menikah; berapa tahun tinggal
bersama saat menikah; tempat terakhir tinggal bersama; alamat rumah
terakhir tinggal bersama; dan mengisi sejak kapan rumah tangga dirasa

tidak harmonis.

€ 4 C O A Notseure | yugstanmandin, bacilao net uestan myrdivugatin b ceRiany o BC @

T e (3 ASSEdeeres [ Cuish =

Berapa lama?

Gambar 1.8
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€ 4+ C O A totwecse | gugatanmandinbadiag ntAgussten mandn/ Gugetsy e sun * BE 2@ !

@ s [ ASUSEteres [ Gl [ Honcing bat

Terakhir Tinggal Bersama dimana??

|

Gambar 1.9

€ 4 C 0O &Nt tanmandeib, qugatan mand tan " B9 !

15 Ao ALIS Ehance Kuie (8] Reading Aet

Sejak Kapan Rumah Tangga Anda

Tidak Harmonis?

1

ot m

Gambar 2.1

| »

sering” mabuk-mabukan; pasargan sering berbuat madat (narkoba);

‘ !
pasangan sering judi; ditinggal pergi pasangan; pasangan dihukum

7) 'VIemiIih alasan qer-ceraian‘seperti, pasangan g)erlbua zina; pasangan
I \ .\1 ' - A ~ \ \\ ' r|a

penjara; kekerasan dalam rumah tangga; cacat badan; dan perselisihan

terus menerus.
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€« C 0 A Notseoom | Badiagnetiguyatan Gy Fperceraiam * BD »@ !

Alasan Perceraian
Silahkan Pilih Alasan yang melandasi pengajuan perceraian dibawah ini

Pasangan Berbust Zina

PIsangan Sening Mabuk-Mabukan

Pasangan Sering Berbuat Macat ( NARKOBA )

Pasangan Senng Juds

Ditinggal Pergi Oleh Passngan Ands

Gambar 2.2
8) Meskipun telah disediakan beberapa pilihan alasan perceraian,
penggugat juga diberi pilihan untuk mengubah, menambah atau
mengurangi alasan perceraian sesuai dengan keadaan yang dialami

dengan memilih menggunakan narasi.

« C 00 A Notsecum | guostanmandielbadiiag netigatan, inacd i ugatinpbaan * BO M@

Apakah Anda ingin menggunakan

narasi sendiri atau ingin

menggunakan panduan?

e

Gambar 2.3
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€ 4 C O A rétssows | gugstanmendel aditag net/gugatan_manthiigugsts/sciceainy s B »@

B dom ASUS - Sarvee Wudan Bl Feedeg ot

Alasan Perceraian
Untuk hasil yang maksimal, silahkan dibaca lerlebih dahulu dan alasan o
dan anda juga dapat merapikannya

Cwombeadrg « B [ @ 2 - @ & Bv By o5

« Bt soring i) perselisition dan pedenokan dscbabiken 1 coninoas
— — PE0aguas; sudah mancebs barsabal don MENGINgETkaAn IErauas! uoiuk mandah Jkee.
amus Tecugal
» Datowa puncakiya pads buan tahun ran sl yang s keavdion Tugugst

Jika dirasa bingung untuk menggunakan narasi, penggugat bisa
memilih menggunakan panduan, penggugat akan dipandu melalui tanya
jawab yang nantinya redaksi dari tanya jawab tersebut akan otomatis
tertulis, namun penggugat masih bisa mengedit alasan perceraian

tersebut jika dirasa kurang sesuai dengan keadaannya.

€ 4 C 0O At ST —— ¢ BR»@ !

apen AGL8 EServer Kutah (B tencieog in

Bantuan Panduan Tanya Jawab

Berikut Adatah Bantuan Panduan Tanya Jawab untuk mengisi dalil dalil penyebab perceraian Anda,
Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut secara teliti sesual dengan keadaan yang terjadi

Sejak kapan terjadi Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus?*

1

Gambar 2.5
9) Selanjutnya, disediakan formulir tuntutan hak lain yang bisa diajukan
seperti hak anak dan hak-hak istri. Hak anak meliputi hak asuh anak;
nafkah anak / nafkah madhiyah anak. Hak-hak istri seperti nafkah

‘iddah (nafkah selama masa tunggu); Mut’ah (Tali Asih / Kenang-

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/
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kenangan / Pemberian Mantan Suami kepada Mantan Istri); dan Nafkah

Madhiyah Istri (Nafkah Isteri Masa yang Lalu).

doteecure | guostanmandin badiiagnetigugatan mandir/ gugstan; percermion <

Kuiliah

Tuntutan Lain yang ingin diajukan
Silahkan Pilih Tuntutan Lain yang ingin anda ajukan

Hak Asuh Anak [Hadhanah)

Nafkan Anak / Matkah Madhiyah anak
Hak - Hak Istri

MNatkah iddah [Nafkah Selama masa tunggu )

Mut'ah {Tali Asih { Kenang-kenangan / Pemberian Mantan Suami

WepaGa Mantan 18t}

Mafkan Madhiyah Istri (Nafwah |steri Masa yang Laiu)

Gambar 2.6
10) Setelah itu akan otomatis terlampir posita (dalil-dalil gugatan). Posita
ini dapat disunting sesuai kebutuhan. Setelah dirasa posita sudah benar,
pilih selesai. Yang nantinya gugatan mandiri ini otomatis terkoneksi ke

SIPP pengadilan agama yang dituju.

° x| @ x4 =2 .2
« » C O 8 ps

Preview Paosita ( Dalil Dalll Pengajuan Perceraian )
RN W atnu tambahkan secarn delad kejadinn yang melandast pergeguan percerinn Ands

Atay Untuk Keman Ke Pertanyaan

Cresebesd « [ B 1 @ =0T @ 4 @y By o o

1 Barwn o tananal 12 Eghrur 2004, Eengauat dan Terquan tekah menasunaken cecsaban yeng cealal dich
Eonzern) Pancaiot N pada Kaator Unisan Agama (XLA) Kscamatan Guning Anyar Kota Surabaya, sabagaimana
sesua dengan Kufipan Aida Nikah Nomar - Kk 1332 02/W 01/42/0212004 , tectanggal 13 Fsbruan 2004;
sudah o6 karunia 1 arok yang bermama - o

Janas usia 16 taun

* Batmwa samng tenats den selak Fabruan 2021 Tergugal berutah, tdak
pamsh manakahi panqgugat 3ampal sakarang, SeNiNgaa 121301 parsallsnan Secars 19rus Menonus, sampal
PamIguQa! mombuka usahi baju yang dijual (o S1us jugl Vet orene unluk mencukupl Kebutuhan sobar-hert
Perggugat sudah mancoba bersabar dan mengingatkan Tergugat uniuk merubah skap. namun Targugat tetap

fidak mau beniban.
= Barwa, puncaknys pada bulen November tahun 2021 tenjad periengaran masaan ysng sama kemugdan
Terguged matah pergi doa rumah,

4 Banwa cleh karena ansk hasil parkawnan Pangguge’ dan Fergugat tersabut o atas mash di bawan umur maka
Penggugal mahon ditetap e nak hadhanah atas anak hasi| entara
Penggugal dan Tergugal bersebol distas,

5 Bahwa enek-anak Penggugal dan Terguget masin sangal membituhkan biaya pemetharasn Rp. 250 000, biaya
canddian 80 1 000 600 dan kecshatan Ro 950 (0 cemo dennan dausceimsandin wuana ditaker bsia o hubn

Gambar 2.7
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@ Aovan Gugrten Manain - D X @ Ouskeon Perunen x4 = o

“ e} O & gugerrnmendn badlagnetiagw s mand Wgugatan peros wan/ o 6 =

erdugal maish pergs dai namah

4 Datwa oish kesera anak hasi perkawiran Penggugal dan Tergugat fersebul di atas mash d bawah wnor meka
Perggugat mohon dietapkan sebagal pemegang hak hadhansh (pemetharaan) alas anak hasl perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat tersobut distss

3. Balwa anak-anak Penpgugal dan Torgupat masih senpel mambutuhkan biaya pemslivaraan Rp. 250,000 , biays
oendidkan Kp. 1.000.000 dan kasehatan Ap. 250.000 sampal cergan dewasa/mande! yang ditaksir biaya per bulan
untuk kessluruhan anaic seumiah Rp. 1.500 D00 (3t jute kms ratus nbu fupkan} Ofen karena &1, Panggupat monon
oo Targugat dibukum untuk membenkan nafkah untuk anax-anak tersesut per bitan yanp diberkan medahn Tergupat
sepk amar putusan dyatihkan sampai anak-anak tersedut dawasa’mandin dengan kenadkan 5 (ima) sampai dangan
10 (sepuiub} persan setiap taturnya & luar baya pendidikan dan kesehatan

s mﬁ 'mhlé;m Elﬂ.‘:‘.‘.‘i’," per by ‘n'_!aL

. Balws mengngat Tergugat
Rp 2000000, maka jie Sra
berupa sejumiah Rp 500.000 yang hsms aubsvaman sedelur 19:40;51 men w»br i Akts C

7. Batve ngan Penogugat Tegugat tidak isgl

021 ~w £angen butan Noverrber 2021. Dlen kargng i) P ]

moenken nsfkeh terutang (madiyah) sefumiah Bp 15,000 000 yang harus cna@g- sabelun _[qrgm
mengamed mengemni Al Corss

8. Bolwn Lk meniom terpenutinys fumivtan Pengcuionl ieniang mifioh dan nokan madiyah, Retonumel memohon
ager Majiis Hakm mamennéshkan Paaitera Pengadian Agama Surabaya pniuk menaban Alda Carat atas nama
Tewgunet sampe den 04 memenuh luntutan Pengoucat

9 Bawa berdaxarkon _‘.‘Aulwla 3, tudah cukup slasen bagi Penggugal wituk mang Gugatan ini

raturan Pemeninizh No. 9 Tahun 1075, dan unuk itu Penggugat mohon kepeda Bapak

rena dan memerksa perkara i

stz uzaﬁ, Ussha Sendin

arn noekans inl

Garﬁbar 28

@ Aoviom Gugaten Manin - O % | @) Unebtce Putuaen X 4 - o

3 c G B gugatanmandibedleg relugs tan = 172,08l # up e an o 9 =

lan sepumian
sfe) el

6. Gahwg untuk menjiamin iamenutinya funfulan Penojucal leatang mutan den nafkeh mediyan. Pengguest memohon

egar Moz Halim memprintabkan Panteen Pengadinn Agimn Surabeya uniuk mianahan Akla Geem) glas noma.
Torguge! sampal doogan Ferguga) mamenyt funtutan Pengqupat
9 [ahwg berasarkan daroalk &) alas, telah cukup Bizsan bagl Pengougat uniuk mengapikan GLgatan in sedegaimana
drmaksud dolam Fasal 19 Paraluran Pemenntsh No 9 Tanun 1975, dan untuk i Penggugat mohon kepadn Bapak
HKetua Pangadian Agama Surabaya kiranya berkenan manerma dan memeriksa perkar ini;
10. Bahwa Penpgugat sanggun membsyss bispa yang tmbul dalam perkars in),

=
Gambar 2.9

D. Putusan Hakim yang Mengabulkan Hak-hak Perempuan dan Anak
ﬁasca Perceraian Pasca Penerapan Aplikasi Gugataf Mandiri
: v 1 -

Dari data keadaan perkara di F"engadilan Agama Surabaya pada tahun
2021, jenis perkara cerai gugat menempati jumlah perkara terbanyak yang
diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya yakni sebanyak 4.390 perkara.’
Dalam monitoring pengguna Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan

Agama Surabaya, sebanyak 42 perkara cerai gugat menggunakan Aplikasi

7 Tim Penyusun, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2021
(Surabaya: Pengadilan Agama Surabaya, 2021), 20.

ilib.uinsby.ac.id/
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Gugatan Mandiri tanpa menyantumkan hak-hak perempuan dan anak dan

sebanyak 78 perkara cerai gugat yang mengajukan hak-hak perempuan dan

anak.

Dalam hal ini penulis mengambil 10 putusan dari 78 perkara cerai gugat

yang menyamtumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian,

diantaranya :

. Putusan Nomor 5211/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

Nafkah selama masa ‘iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah).

Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).

Memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana
tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp.2.000.000 (dua
juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung
sejak amar putusan dijatunkan sampai anakanak dewasa/mandiri
dengan kenaikan sebesar 5 (lima) samapi dengan 10 (sepuluh) persen

setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
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Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 2

orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa

atau berumur 21 tahun;

3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

2. Putusan Nomor 5002/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1.

2.

Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
Menetapkan anak samata wayang penggugat dan tergugat berada di
bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk biaya Hadhanah setiap bulan sejumlah Rp.
3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur

21 tahun;

Amar Putusan :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
Menetapkan anak penggugat dan tergugat berada di bawah Hadlanah
Penggugat;

Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah

pemeliharaan seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 sebesar
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Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

berumur dewasa atau 21 tahun;

3. Putusan Nomor 5771/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat ;

2. Menjatuhkan Talak 1 ( satu ) Bain Sughro dari Tergugat kepada
Penggugat ;

3. Menetapkan hak asuh anak terhadap kedua anak yang masih dibawah
umur/belum dewasa berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)
Penggugat;

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak)

tersebut kepada penggugat setiap bulannya ditanggung oleh tergugat
sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

sampai anak tersebut cukup umur atau mampu mandiri.

Amar Putusan :

1.

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan Talak 1 ( satu ) Bain Sughro dari Tergugat kepada
Penggugat ;

Menetapkan hak asuh anak terhadap kedua anak yang masih dibawah
umur/belum dewasa berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)

Penggugat;
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5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
a. Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) kepada kedua anak sejumlah
Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak
tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10 % setiap
tahunnya dari pokok nafkah setiap tahunnya.
4. Putusan Nomor 5128/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bai’n Sughraa dari Tergugat Kepada
Penggugat ;

3. Menyatakan secara hukum Hak asuh anak (Hadhonah) dari penggugat
dan tergugat agar diserahkan kepada Penggugat, serta Memerintahkan
kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak atau
Pemeliharaannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiap
anak, setiap bulannya, Kemudian akan bertambah 20% per tahun sampai
kedua anak tersebut dewasa yaitu 21 tahun;

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut,
masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya

pendidikan dan kesehatan perbulan dengan pertambahan nilai 20%
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setiap tahun, terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan ini sampai

ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

5. Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1.

2.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
putus karena perceraian;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
Menyatakan bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat, berada di
bawah asuhan Penggugat;

Menyatakan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk
bertemu dengan anaknya;

Menghukum Tergugat untuk memberikan tunjangan nafkah kepada
anaknya, (hadlanah) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap
bulannya, sampai anak berumur 21 tahun;

Menyatakan Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah ‘iddah
dan nafkah mut ah, kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus;
Menghukum Tergugat untuk membayar :

a. Nafkah madhiyah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

b. Nafkah ‘iddah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan
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c. Nafkah mut’ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada
Penggugat, secara tunai yang dibayar sebelum Tergugat mengambil
akta cerai; dan

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya berasa di bawah
pemeliharaan (hadhanah) Pengguguat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan atau hadhanah
anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum amar nomor 3 di
atas, per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut
dewasa (21 tahun) atau telah berdiri sendiri/mandiri yang dibayarkan
melalui Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

a. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat
juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah ‘iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta
lima ratus ribu rupiah);

C. Mut’ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 6. Menghukum
Tergugat agar sejumlah uang sebagaimana dictum amar nomor 4 dan
5 tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil

Akta Cerai;
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d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk
menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat
sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana diktum Nomor 6
tersebut

6. Putusan Nomor Nomor 5179/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah ) per bulannya diberikan setiap
tanggal 5 (lima) kepada Penggugat (selaku Ibu / Pemegang Hak Asuh
Anak ) sampai usia dewasa menurut Undang-undang

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan
/ hadhonah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat
untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak
tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap
anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga

anaknya tersebutmasing masing minimal Rp4.000.000,00 (empat juta
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rupiah) sehingga 3 orang anak sekurang-kurangnya berjumlah
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya melalui
Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut

dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

7. Putusan Nomor Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Sby

Petitum :

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan
pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat
biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

untuk setiap bulannya untuk setiap bulannya;

Amar Putusan :

1.

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
Menetapkan dua orang anak berada di bawah Hadlanah Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

a. Nafkah Hadlonah kepada kedua orang anak, sejumlah Rp

3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut
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dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sebesar
10% dari pokok nafkah setiap tahunnya; Yang harus dibayar oleh
Tergugat (termasuk nafkah hadlonah bulan pertama) sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk
menahan Akta Cerai sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya dalam

Diktum 5 (a) tersebut diatas;

8. Putusan Nomor Nomor 6424/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1.

2.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;

Menjatuhkan Talak satu ba’in sughro tergugat terhadap penggugat;
Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena
perceraian;

Menyatakan anak di bawah pemeliharaan atau asuhan penggugat;
Menghukum tergugat membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada
penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya
hingga anak tersebut dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun ;
Mengijinkan Tergugat Selaku Ayah kandung untuk mengunjungi anak
sewaktu — waktu dan sewajarnya selama tidak mengganggu waktu

belajar dan mengaji.

Amar Putusan :

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat
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3. Menetapkan anak berada di bawah Hadlanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak kepada
Penggugat sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, hingga
anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Putusan Nomor 4704/Pdt.G/2021/PA.Sby

Petitum :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagai Wali Ibu
dari anak yang sekarang ini masih dibawah umur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada/melalui
Penggugat sebagai biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan
layak bagi anaknya yang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
setiap bulan sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri;

Amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

3. Menetapkan anak berada dalam hadlanah Penggugat dan memberikan
akses kepada Tergugat untuk berkunjung serta mencurahkan kasih
sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya

hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anaknya sebagaimana diktum
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Nomor 3, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar
biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan
fluktuasi kenaikan sebesar 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya, yang
harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk
menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum
memenuhi kewajibannya sebagaimana diktum Nomor 4 tersebut; 6.
10. Putusan Nomor Nomor 6458/Pdt.G/2021/PA.Sby
Petitum :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :

a. Mut’ah dan Nafkah ‘iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah);

b. Nafkah Hadlonah kepada 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah sampai kedua orang anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sejumlah
10% dari pokok nafkah setiap tahunnya;

Amar Putusan :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
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C. Mut’ah dan Nafkah ‘iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah);

d. Nafkah Hadlonah kepada 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah sampai kedua orang anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sejumlah

10% dari pokok nafkah setiap tahunnya;

Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak yang
menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti dari
monitoring pengguna gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya,
sebanyak 78 dari 120 perkara cerai gugat yang membuat surat gugatan
melalui  Aplikasi Gugatan Mandiri menyantumkan hak-hak pasca
perceraian. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang meminta hak-hak
pasca perceraian diatas semua dikabulkan Majelis Hakim. Artinya, semakin
banyak yang menyantumkan maka semakin banyak perempuan dan anak

yang terlindungi hak-hak pasca perceraiannya.



BAB IV
ANALISA KEPUTUSAN HAKIM PASCA PENERAPAN APLIKASI
GUGATAN MANDIRI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri

Dalam menerapkan suatu program pastinya ada faktor-faktor yang
mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Di
Pengadilan Agama Surabaya sendiri seperti yang dijelaskan oleh bapak Koes
Atmaja Hutama selaku Panitera Muda Gugatan, terdapat dua faktor yang
mendukung Aplikasi Gugatan Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan
dan anak pasca perceraian, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai, tersedianya sumber daya manusia untuk memberi informasi seputar
hak-hak perempuan dan anak dari aplikasi dan mendukung terlaksananya
kebijakan tersebut.

Pertama, tersedia sarana dan prasana yang memadai. Salah satu kesulitan
bagi para pencari keadilan di Pengadilan adalah kekurang mampuan membuat
surat gugatan. Membuat surat gugatan selain diperlukan kemampuan mengetik
juga memerlukan kemampuan untuk menyampaikan beragam hal terkait
dengan duduk perkara yang akan diajukan. Kini Pengadilan Agama Surabaya
memfasilitasi pihak berperkara untuk membuat gugatan mandiri melalui
Anjungan Gugatan Mandiri yang berada di Ruang PTSP, dengan ini
masyarakat semakin dipermudah dalam proses pembuatan surat gugatan.

Selain itu masyarakat bisa dengan leluasa mengeluarkan segala hal terakit
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dirinya dalam surat gugatan tanpa malu karena didengar orang lain seperti di
Posbakum.

Kedua, tersedianya sumber daya manusia untuk memberi informasi
seputar hak-hak perempuan dan anak dari aplikasi dan mendukung
terlaksananya kebijakan tersebut. Di Pengadilan Agama Surabaya sudah
tersedia duta layanan sebagai pemandu atau yang mengarahkkan apabila
dibutuhkan pencari keadilan dalam membuat surat gugatan melalui Anjungan
Gugatan Mandiri yang berada di ruang PTSP.

Meski sudah difasilitasi, bila masyarakat belum memahami cara
menggunakannya, itu akan menghambat pelaksanaan dalam menggunakan
aplikasi itu sendiri. Menurut bapak Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. selaku
hakim di Pengadilan Agama Surabaya, pencari keadilan di Pengadilan Agama
Surabaya kebanyakan lebih memilih Posbakum daripada AGAM sendiri,
karena dinilai lebih praktis, para pihak tinggal bercerita, kemudian petugas
Posbakum lah yang membuat surat gugatan. Menurut mereka lebih praktis
membuat surat gugatan melalui Posbakum, mereka tinggal datang kemudian
menceritakan permasalahan mereka, sedangkan para petugas lah yang akan
menulisnya dalam surat gugatan.

Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam
Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di

Pengadilan Agama Surabaya
Formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang
dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan kasus yang

sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Misalnya, informasi
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tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada salah satu pihak atau anak, keterangan
inti tentang pernikahan, anak-anak dan biaya hidup. Ini membantu hakim untuk
lebih siap dalam mengantisipasi masalah sebelum persidangan dan juga
membantu hakim untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk
mengeluarkan sebuah putusan yang baik.

Pada perkara cerai gugat terdapat pilihan hak-hak pasca perceraian seperti
hak asuh anak, nafkah anak, nafkah ‘ddah, nafkah mut’ah, dan nafkah
madhiyah. Padahal dalam amar putusan perkara cerai gugat istri dijatuhi talak
ba’in sughra yang mana talak ini ada yang memaknai dengan talak tebusan
atau khuluk. Dimana istri lah yang seharusnya memberikan tebusan bukan
sebaliknya. Namun dalam perkara cerai gugat ini talak yang terjadi karena
dijatuhkan pengadilan, bukan talak tebusan atau k/ulu .

Pada perkara cerai talak Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk
memberikan nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah ‘iddah, dan nafkah anak.
Namun, dalam jenis perkara cerai gugat regulasi perundang-undangan belum
mengatur kedudukan tuntutan nafkah, untuk itu melalui Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri
dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, ‘iddah,
mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Peraturan inilah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam
memutuskan hak-hak pasca perceraian pada perkara cerai gugat dalam 10
putusan di atas. Selain itu dalam putusan juga ada yang dikabulkan sebagian,

jumlah nafkah yang dikabulkan hakim tidak sama seperti yang diminta. Hal ini
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karena majelis hakim melihat dari 2 hal, yaitu kemampuan suami dengan
menunjukkan bukti penghasilan suami dan fakta kebutuhan istri dan anak. Hal
ini berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 03 Tahun 2018
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam
menetapkan nafkah madhiyah, nafkah ‘iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus
mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta
kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau
anak".

Menurut bapak Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan
Agama Surabaya, beliau menjelaskan bahwa sebaik apapun program yang
disiapkan, selengkap apapun fiturnya, kalau tidak disambut oleh yang disiapi
dalam hal ini masyarakat, khususnya perempuan maka nantinya dalam
persidangan, hakim pun tidak mempertimbangkan hal itu. Sebab ada asas hakim
bersifat pasif, artinya hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang
dimintakan dalam petitum para pihak. Sehingga, perlindungan hak-haknya
tergantung pada permintaan itu sendiri, kalau pihak berperkara tidak meminta
maka tidak diberikan.

Dari keterangan bapak Nur Khasan selaku hakim di Pengadilan Agama
Surabaya diatas, penulis pun berpendapat usaha Dirjen Badilag membuat
Aplikasi Gugatan Mandiri yang didalamnya diacantumkan hak-hak pasca
perceraian pada perkara perceraian sehingga memberikan informasi kepada

pihak berperkara, jika fitur yang disediakan itu dipilih, akan cenderung
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dikabulkan oleh hakim sepanjang istri tidak nusyuz. Jadi, Kembali kepada
masyarakat itu sendiri, mau menyantumkan apa tidak.

Maka menurut penulis, dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan
anak harus dimulai dari pengajuan perkara dan pembuatan surat gugatan.
Dengan ini Aplikasi Gugatan Mandiri telah memfasilitasi dengan beberapa
fitur. Pertama, adanya fitur pilihan hak-hak pasca perceraian dalam Aplikasi
Gugatan Mandiri yang bisa dipilih untuk dicantumkan dalam gugatan, sehingga
bila penggugat menyamtumkannya akan cenderung dikabulkan oleh hakim
selama tidak terbukti nusyuz.

Kedua, terdapat redaksi jaminan dalam pelaksanaan putusan apabila
tuntutannya dikabulkan, suami sebagai tergugat tidak dapat mengambil akta
cerai sebelum nafkah itu dibayar. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 02 Tahun 2019 dalam rumusan kamar agama disebutkan bahwa
dalam amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam
perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut, “dibayar
sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut
dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan yang tentunya format penulisan
ini sudah otomatis muncul dalam redaksi surat gugatan seperti yang ada pada
gambar 2.9 apabila penggugat mengajukan salah satu atau beberapa gugatan
hak-hak nafkah yang sudah tersedia.

Dulunya pelaksanaan putusan pada perkara cerai gugat dilaksanakan diluar
persidangan sehingga ada kemungkinan tergugat tidak melaksanakan isi

putusan secara sukarela, apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela,
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penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan. Dengan adanya
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 ini dapat memaksa tergugat
untuk melaksanakan isi putusan seperti hal nya cerai talak yang pelaksanaan
putusannya melalui sidang ikrar talak. Hal ini merupakan salah satu upaya
Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak
perempuan pasca perceraian, yang tentunya format penulisan ini sudah otomatis
muncul dalam Aplikasi Gugatan Mandiri apabila penggugat mengajukan salah
satu atau beberapa gugatan hak-hak nafkah yang sudah tersedia.

Jadi, Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih banyak yang
menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti dari
monitoring pengguna gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya,
sebanyak 78 dari 120 perkara cerai gugat yang membuat surat gugatan melalui
Aplikasi Gugatan Mandiri menyantumkan hak-hak pasca perceraian. Dari 10
putusan perkara cerai gugat yang meminta hak-hak pasca perceraian diatas
semua dikabulkan Majelis Hakim. Artinya, semakin banyak yang
menyantumkan maka semakin banyak perempuan dan anak yang terlindungi

hak-hak pasca perceraiannya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan

bahwa :

1. Dalam menerapkan suatu program, ada faktor-faktor yang
mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.
Terdapat dua faktor yang mendukung Efektivitas Aplikasi Gugatan
Mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,
tersedianya sumber daya manusia untuk memberi informasi seputar hak-
hak perempuan dan anak dari aplikasi dan mendukung terlaksananya
kebijakan tersebut. Ada dua faktor mengapa masih banyak yang belum
memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri. Pertama, pengguna masih
belum memahami secara baik penggunaan aplikasi gugatan mandiri.
Kedua, kultur budaya masyarakat sendiri cenderung tidak mau ribet.

2. Pasca penerapan Aplikasi. Gugatan Mandiri lebih banyak yang
menyantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terbukti
dari monitoring pengguna gugatan mandiri di Pengadilan Agama
Surabaya, sebanyak 78 dari 120 perkara cerai gugat yang membuat surat
gugatan melalui Aplikasi Gugatan Mandiri menyantumkan hak-hak
pasca perceraian. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang meminta

hak-hak pasca perceraian diatas semua dikabulkan Majelis Hakim.
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Artinya, semakin banyak yang menyantumkan maka semakin banyak
perempuan dan anak yang terlindungi hak-hak pasca perceraiannya.
Jadi keputusan hakim pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri lebih
banyak mengabulkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
dan formulir aplikasi ini sudah menyediakan sebagian informasi yang
dibutuhkan sebagai hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan kasus
yang sering luput disampaikan oleh para pencari keadilan. Misalnya,
informasi tentang yurisdiksi resiko kekerasan pada salah satu pihak atau
anak, keterangan inti tentang pernikahan, anak-anak dan biaya hidup.
Sehingga ini sangat membantu hakim dalam mengeluarkan putusan
yang baik.
B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Surabaya agar terus memberikan pelayanan
terbaik untuk masyarakat, terutama dalam memberikan informasi
kepada perempuan yang menggugat cerai suaminya perihal hak-hak
pasca perceraian yang ada pada Aplikasi Gugatan Mandiri supaya lebih
banyak yang menyantumkan hak-hak pasca perceraian, sehingga akan
makin banyak perempuan dan anak yang terdzolimi dalam pernikahan
sebelumnya terlindungi hak nya pasca perceraian.

2. Bagi masyarakat diharapkan untuk melek hukum, terutama suatu hukum
yang berkaitan dengan satu problem pribadinya. Sehingga dapat

membantu pengadilan dalam meningkatkan pelayanan.
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